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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian
integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025 - 2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Seclatan. Renstra
Dinas ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam kurun waktu 5 (lima) mhun Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada hasil evaluas: terhadap
pelaksanaan Rensira sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap
agenda program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya Renstra inl, diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinenja pada Dinas Komunikasi dan
informatika Provingi Sumaters Selatan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya.

Dalam penyusunan renstra ini telah diupayakan secara optimal,
namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka
kemungkinan adanya perbaikan - perbaikan akan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan mendesak/priontas kebijakan pimpinan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Renstra ini bermanfaat
dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumstera
Selatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Schubungan dengan hal
tersebut, Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat
Struktural, rekan-rekan fungsional dan stal serta Tim Penyusunan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
yang telah berusaha dengan penub tanggung jawab dan kerja kerasnya



schingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik.
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1.1. Latar Belakang
Secarn harflah definisi komunikasi adalah internksi antara
dua omang atau lebih untuk menyampaikan suntu pesan atau
informasi. Komunikasi secara wumum bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepads orang lain. [nformasi yang
memiliki nilai dan manfast bagl penerimanya dapat ditafsirkan
sebagai pengetahuan. Jika hasil dari lmu adalah tindakan
bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang
diberdayagunakan adalah ilmu dan pengetahuan.

Fakia limu pengetahuan dan teknologi  berpotensi
mengubah tatanan dunin adalah sebagnimana terjadi revolusi
industri generasi 1.0 ketika tenagn manusia dan hewan
tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum
pernah terjadi, rakyat biasa meningkatakan pendapatan dan
berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama
dus abad revolusi industri generasi 1.0 dimulal, dimana
pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik
hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an
dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya
tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama.
Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam
kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya
menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda
datangnyva revolusi industri generasi 30 Perkenalan dengan
internet mengantarkan manusin pada era revolusi industr
generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (loT):
penciptaan sebush kecerdasan buatan pada sistem schingga
dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat
{sistem informasi)
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Melihat kecenderungan gejala di atas dan sudut pandang
ilmu pemerintahan vang dianggap sebagal wsustu cara
pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana
melaksanakan  pengaturan,  pengurusan, pemantauan,
kepemimpinan koordinasi kepemerintahan (baik pusat dengan
daerah, maupun pemerintah dan mkyatnya) dalam berbagai
peristiwa  terhadap situasi dan kondisi, Oleh karena (tu
selayaknys proses penyelenggaraan kepemerintahan
menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN),
mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan kepemerintahan
Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (Hma) tahun
kedepan  ditampilkan secara proyeksi  pada  Rencana
Strategis/Renstra  Organisasi  Perangkat Daerah  [OFD),
khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Frovins:
Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai
arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk
program dan kegiatan sclama satu tahun,

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi
Kepala Dacrah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 -
2029, yakni:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

§. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINST YANG MANW EXONOMINYA
BERBASISKAN PENGETAMUAN DAN [NOVAST YANG BERANAR PADA
BUDAYA NUSANTEA. SUMATERA SELATAN MENJADI PROVINST
BERCATASAING, MODERN, TANGGLIM, INDWVATIF DAN ADIL

I SUMATERA SELATAN SEAAGAT PROVINSI YANG BERNOMITHEN UNTUK
TERLS MENERAPKAN PRINSIF PEMBANGUNAN SERKELANJUTAN,
PETUMRBIMAN ENONOMT YANG TINGGI SETMREANG DENGAN
PEMBANGUNAN SOSIAL BERNKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM OAN
KUALTTAS LINGKLINMGAN NI SERTA TATA KELOLA YANG BATK.
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Dalam rangka untuk mewujudkan visi, maka ditetapkaniah

beberapa misl Pemerintah Provinsl Sumatera Selatan, yakni :

Mewujudkan masyarakat sumatera Selatan  yang
berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak,
berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya
manusia vang berdaya saing,

. Mewujudkan ketashanan ekonomi berbasis sumber daya

lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat;
Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara
ketahanan pangan, ketahanan energl, dan kedaulatan air
sebagal upaya mengatasi perubahan fklim;
Meningkatnya  pembangunan  infrastruktur  yang
terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar
yang berkualitas dan ramah lingkungan;
Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja
serta perlindungan sosial yang terjags untuk menurunkan
angka kemiskinan;
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang
berlkualitas;
Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam
masyarakat yang menjunjung tinggl toleransi dan
berorientasi pada kearifan lokal,

Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka
sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknolog
Informasi dan Komunikasi (TIK) yvang dapat berperan strategis
dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal Imi
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dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki
ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor
tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya
Teknologi Informasi  dan Komunikasi (TIK] mampu
mengoptimalkan  sistern  penyelenggaman  kepemerintahan
melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta
pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola
tatap muka konvensional vang selama ini digunakan dalam
mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan,
publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia
usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
melaksanakan Sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis
digital sebagai implementasi dari Maju lnyanan digital dan juga
hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan
Komunikasi adalah merupakan pillhan tepat dan agar
dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen
dalam  hubungan  kepemerintahan  guna  percepatan
pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam
kerangka;

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"™

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas
dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam
Peraturan Cubemur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provins

d
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Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 vakni;

MISI VI

] e ] __3-—_ T _.:-I -

*"Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi
dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan
perangkat daerah untuk mendukung penyelenggarnan
pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan
Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral dengan
menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen
Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah kewajiban
bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi
Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provins
Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan
Daerah Momor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Dacrah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses
penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis
menuju;

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA™

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
berdasar pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
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tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektoral Pasal 12);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-
Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-
Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
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13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia;

14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021
tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 101);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional;

16, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022
tentang Perlindungan Informasi Vital (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029;

18. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional,

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 temtang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thn 2017 tentang
Tata Cara Perencanasn, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
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22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 Tabhun 2011 tentang Perubahan ates peraturan Pernturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan CGender di
Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dasrah:

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050 — 5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventansasi Pemutakhiran Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,

28 Instruksl Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janghka
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Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2020;

29, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;

30, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan
Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 541);

332, Pernturan BIG No. 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan
infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan
Informasi Geospasial,

33 Keputusan Kepala BIG MNo. 1332 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Informasi  Geospasial  untuk
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

34, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

35, Peraturan Dasrah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Provinsi Sumatera Selatan;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsgi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
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(Lembaran Daergh Provinai Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2025 Noreg Peraturan Daerah Provinel Sumatersn Belatan
2_113/2025) ;

37. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

38. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atss Peraturan Gubermnur Sumatera
Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provins: Sumatera Selatan;

39, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan Smart Province;

40. Peraturan CGubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

41 Peraturan Gubermur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021
tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;

42. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui
Media Komunikasi Elektronik;

43, Keputusan Gubermnur Sumatera Selatan Nomaor
272/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemnerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029,

44 Keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor
972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informass
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

8. Maksud
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Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu
dan  strategi berdasarkan uraian polkok pembahasan urusan
komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan
penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera
Selatan.
b. Tujuan
1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD):
2. Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana Kerja
Tahunan (RKT);
3, Sebagai tolak ukur kapasitas kinerja dari tahun ke tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Provingi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun
berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Instrulksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4, Sistematika Penulisan
Bab Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu
Strategis Perangkat Daerah
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
22 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

11
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Bab II1 Tujuan, Sasaran, Strategl, dan Arah Kebljakan

Bab IV

Bab V

3.1

J.4.

33

3.4.

Tujusn Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 - 2029

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 - 2029

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 - 2029

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatiks Provinsi
Sumatern Selatan Tahun 2025 - 2029

Program, kegintan, Subkegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1.

42

4.3

Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta
kinerja, indikator, target, dan pagu indikarif
dalam rangka mendukung program priorilas
pembangunan dasrah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (KU} Perangkat
Daerah

Target Kinerja penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029
melalul Indikator Kinerja Kunei (IKK)
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BAEB I1
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS

Tugsas, Fungsl dan Struktur Urganisssi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumaters Selatan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.
14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan
Cubemur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Oubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Urnian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Cubemur tersebut, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
mempunyal  tugas membantu Gubermur  dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provins di bidang Komunikas: dan
Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain
sebagni berikut :

a Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika Statistik dan Persandian;

¢. Penlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang Komunikasi dan dan Informatik;
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penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan
nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan
pubilik;
Penyelenggaraan Government Chiel Information Officer
(GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya
TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi,
Pelaksanann administrasi dinas di bidang Komunikasi
dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
dan
Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh COubernur
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan mempunyal tugas dan fungsi sebagai berikut

1.

Kepala Dinas HKomunikasi dan Informatika
mempunyni tugas membantu  Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang
Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian
dan Statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi  publik  dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolann
medin  komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, lsyanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumberdaya komunikasi publk dan
penvediaan akses informasi, layanan informasi data

14
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center, disaster recorvery center dan TIK, layanan
pengembangan internet dan pengunasn  akeses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan lavanan keamanan
informas: e-Oovernment, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen  yang terintegrasi,  penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Provinee, layanan nama domain
dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, Penyelenggaraan OGovernment  Chief
Information Officer ([GCIO) Pemerintah Provinsi,
pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan
masyarakat lingkungan Provinsi,

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Provins,
penvediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan informasi data
center, disaster recorvery center dan TIK, layanan
pengembangan internet  dan  pengunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik  dan
kepemerintahan, persandian dan

¢ layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistem  komunikasi intra Pemerintah  Provinsi,

15
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layanan pengembangan dan pengelolaan aplikas
generik dan spesifik dan suplemen vang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistern TIK Smart  Province,
layanan nams domain dan sub domain lembags.
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chiel Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdayva TIK
pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan
Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Provinsi, penyediaan konten lntas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
dan penvediaan akses informasi, layanan informasi
data center, disaster recorvery center dan TIK,
layanan pengembangan internet dan penggunaan
akses intermet, layanan manajemen data dan
informasi e-Government, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, persandian dan layanan
keamanan informasi e-Oovernment, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang  terintegrasi,
penyvelenggaraan ekosistern TIK Smart  Provinee,
layanan nama domain dan sub domain lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)

16
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Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK
pemerintah dan masyaralat ingkungan Provins;

¢, Pengkoordinasian, penatausahaan, pemaniaatan dan
pengamanan barang milik Negara/Daerah;

{. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan
Informatika;

g Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyal tugas melaksanakan
urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan,
keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta
pengembangan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta
hidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
mempunyal fungsi :

2 Pelaksanann dan pengkoordinasian urusan tata
usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum,
organisasi dan tata laksana serta hubungan
masvarakat;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

. Pelaksanaan tata usaha keusngan;

d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan
rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan
sertn  pembangunan  bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik;

e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan
dan pembangunan bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik;

i7
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Pelaksanaan analisa dan evaluasi  kinerja
pelaksanaan keglatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik,

Pengelolaan  penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaity
Subbagian Perencanaan;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan, mempunyni tUgas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta
pengembangan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

2. Menyiapkan dan menghkoordinasikan
penyusunan program kerja tahunan
pemeriniahan  dan  pembangunan  bidang
komunikasi, informatika, persandian dan
statistik,

1 Mengkoordinasikan usulan program tahunan
komunikasi, informatika, persandian dan
statistik dengan instansi lain;

4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan
Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksanaa
kegiatan di  bidang bidang komunikas,
informatika, persandian dan statistik;
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10.

Mengevaluasi dan menghkoordinasikan usulan
program pembangunan komunikasi, informatika,
persandian dan statistik yang diusulkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana
Teknia Verttkal maupun Badan Usaha Milik
Negara di lingkungan komunikasi, informatika,
persandian dan statistik di daerah sebelum
ditampung dalam program Pemerintah Provinsi
dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
Menyusun dan mengkoordinasikan rencana
pembangunan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik jangka menengah dan
jangka panjang;

Membuat rencana pengembangan jaringan dan
pelayanan  jasa komunikasi, informatika,
persandian dan statistk;

Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik berupa
kinerja sarana dan prasarana komunikasi,
informatika, persandian dan statistik, Rensira
dan dokumen lainnys;

Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan
pengembangan yang berkaitan dengan sarana
dan prasarana komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut
laporan  hasil temuan pemeriksaan dan
pEngawasan pelaksanaan pembangunan
komunikasi, informatika, persandian dan
statintik. baik oleh auditor pemenntah maupun
masyarakat;

19
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11. Melakukan pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan
pembangunan bidang bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik;

12, Melakukan analisa dan evaluasi kinerja
operasional  bidang  bidang  komunikasi,
informatika, persandian dan statistik; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b, Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran,

3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi
pembukuan, penyusunan, pertanggungawaban
dan pengamanan dokumen keuangan;

4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak
lanjut laporan  hasil pemeriksaan  dan
penyelesalan  proses  ganti | rugi/tunfutan
bendahara;

5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan
pemantauan pelaksanaan anggaran;

6. Menylapkan bahan dan menyusun laporan
keuangan, pendapatan dan belanja;

7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Langsung dan E;hmu Tidak Langsung;

langsung dan belanja tidak langsung;
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9, Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar
gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan  perbendaharaan  keuangan

anggaran belanja rutin dan pembangunan;

11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
administrusi dan pembukuan  keuangan
anggaran/ penerimaan;

12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
laporan kegiatan Subbagian Keuangan,

13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kera
terkait; dan

14, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

¢ Subbagian Umum dan Kepegawalan mempunyal
LURRAS!

1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga.

perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan,

kehumasan, administrasi kepegawnian,

distribusi, penggandasn, pengiriman  dan
pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar,
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi
keamanan, kebersihan, pemelitharaan,

perlengkapan / peralatan kantor,
4 Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang

meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan,

2]
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11.

12.

13

14.

15.
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disribusi, pemeliharaan dan penghapusan
barang;

Menginventarisasi barang inventans baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak;
Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan
hukum dan keprotokolan;

Melaksanakan  pendokumentasian  kegiatan
Dinas dan hubungan masvarakat;
Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan
pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan
di lingkungan Dinas;

Melaksanakan penvinpan dan  penyusulan
pegawni yang akan pensiun, peninjauan masa
kerja serta pemberian penghargaan.
Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan
pangkat SKP, sumpah/janji pegawai, gaji
berkala dan peningkatan kescjahteraan pegawai,
Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan
pemberhentian pegawai;

Melaksanakan penyiapan pegawai  untuk
mengikuti pendidikan /pelatihan kepemimpinan
teknis dan fungsional,
Melaksanakan penyiapan rencana pegawal yang
akan mengkuti ujian Dinas dan izin/tugas
belajar.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawal,
Melaksanakan  penylapan bahan  standar
kompetens: pegawai, tenaga dan fungsional,
Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;
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17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit
[RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
(RPBU); dan

18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyal
tugns menylapkan perumusan dan melaksanakan
kebijjakan, menyusun norma, standar, prossdur dan
kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup
Pemerintah  Provinsi, mengelola informasi  untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi
serta pelayanan informasi publik di Provins.

Untuk  melakssnakan tugas  sebagaimana
dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik
mempunval fungsi :

a Penyviapan bahan perumusan kebijalan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup
Pemerintah Provinsi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
p:n.dﬂ-hlnnp:inidin“pirlliwhh'hdiwup
Pemerintah Provinsi;

¢. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, penvelenggara di  bidang
pengelolsan opini dan aspirasi publik lingkup
Pemerintah Provinsd,
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d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasl
publik di lingkup Pemerintah Provinsi;

¢. Pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Provinsi;

. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
publik di Provinsi; dan

g Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3
(tiga) seksi yaitu:
a  Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
b Seksi Pengolahan Informasi Publik
¢ Seksi Pelayanan Informasi Publik

a Seksl Pengelolaan Opinl dan Aspirasi  Publik.
mempunyal tUgas ;

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prmdurdmhunrildimmphlunnpirﬂ
dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Provinsi;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta  pemantauan, ecvaluasi dan  pelaporan
terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi
publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
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Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik
di media (media massa dan soslal), pengumpulan
pendapat umun (survei dan jajak pendapat) dan
pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai
Iu'ﬂ:

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyUsUNLn MOTTT, standar,
prosedur dan kriterin di bidang pengolahan
informasd publik;

Memberikan bimbingan teknis dan supervis:
serta  pemantauan, evaluasi dan  pelaporan
terkait fungsi pengelolaan informasi  untuk
mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah
di Provinsi:

Menvelenggarakan lavanan pemantauan lema
komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan daerah, pengolahan dan analisis
data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan
daerah di Provinsi, dan

Melaksanakan tugss kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai

Tugas :

Menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyususnan — norma, standar,

15
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prosedur dan kriteria di bidang pelayanan
informasi publik;

2, Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, cvaluasi dan pelaporan
terkait fungsi pelayanan informasi publik di
Provinat,

3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional,
media cetak dan media online;

4  Menvelenggarakan layanan pengelolaan informasi
publik untuk mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan di bidang keterbukaan
informasi publik dan layanan pengaduan
masyarakat di Provinsi;dan

5. Melaksanakan tugas kednasan lainnya yang
diberikan cleh pimpinan.

4., BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas
menyiapkan perumusan dan melaksanaan kebijakan,
menyusun norma, standar, prosedur dan keriteria, dan
memberikan bimbingan teknisi dan supervisi seria
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media
komunikasi publik, layanan hubungan media serta
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi :
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a. Penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang

penvediaan konten lintas sekioral dan pengelolaan
media komunikasi publik;

Penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikeas publik;

Penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik:
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penvediaan konten lintas sektoral
dan pengelolaan media komunikasi publik;
Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi  di Provinsi;
Pemantanan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyediann konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik.dan

Pelaksanaan tugas kedinasan linnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3

[tiga) seksi ymitu:
a  Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

A Seksl Pengelolann Media Komunikasi  Publik,

mempunysl tugas ;
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,

1)
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prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan
media komunikasl publik;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi,
serta  pemantauan, evaluasli dan  pelaporan
terkait fungsi penyediaan konten lintas sekioral
dan pengelolaan media komunikasi publik di
Provinsi;

Menyelenggarakan layvanan perencanaan
kamunikasi publik dan citra positil  Pemerintah
Provinsi, pengemasan ulang konten nasional
menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal,
pengelolaan  saluran  komunikasi  milik
Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi
informasi kebijakan melalul media Pemerintah
Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
Melakukan kemitraan dengan media eleltronik
dan media sosial.dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b Seksi layanan Hubungan Media dan Publik
mempunyai tugas :

Menyviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebljakan penyusunan nomma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan
publik;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evalussi dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media  di Provinsd;
Menyelenggambkan layanaan pengelolaan hubungan
dengan media (media relations), Penyediaan bahan
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komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes,
prevs release, backgrounders) di Provinsl, dan
Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
ol il

¢, Seksi Sumber Dayva Komunilasi Publik, mempunyai
tugAs :

1.

Menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakasn penyusunasn norma, stendar, prosedur,
dan Kriteria di bidang sumber daya komunikasi
publik.

Pemberinan bimbingan teknis dan supervisi seria
mwmmmww
penguatan kapasitas kapasitas sumber doya
komunikasi publik dan penvediaan akses informas:
di Provins;

Menvelenggarakan layanan pemberdayann dan
pervediaan akses informasi bagi media dan
lembaga komunikasi publik serta pengembangan
sumber dava komunikasi publik di Provinsidan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOG! INFORMASI, KOMUNIKASI DAN

PERSANDIAN
Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan

Persandian mempunva tugas menyiapkan perumusan
dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar,
prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis
dan supervise serta memantau, mengevaluasi  dan
pelaporan di bidang layanan serta memaniau,

F
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mengevaluasi dan  pelaporan di  bidang layanan

infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center

dan TIK Pemeritah Provinsi, layanan pengembangan

Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet,

lavanan manajemen data  informasi  e-Government,
integrase  lavanan publik dan kepemerintahan,

persandian dan layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan system komunikasi inta

Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas schaganimana mestinya,
Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian
mempunyni fungsi:

a. Penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsd, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e
Government, integrasi layanan publk  dan
kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan
informasl e-COoverment dan layanan  sislem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

b Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
infrastrukutur dasar data center dan persandian,
[Msaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Provinsi, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen
publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan
keamanan informasi e-Government dan layanan
sistermn komunikasi Provinad,
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Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e
Covernment, integrase layanan publik  dan
hﬂnﬂntlhmpu-ndhndmhﬂnmkmmnm
informast  e-Oovernment dan layanan  system
komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang infrastruktur dasar data center,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah

sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan  Intranet dan penggunaan  akees
internet, layanan manajemen data informasi e
Government, integrasi layanan publik dan
kcpemttinmhnmmmmnmm:rmnmmmn
informasi e¢-Government dan layanan  sistem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

3l




AN RS TR (MM

EUARRLINTEAS] [1AN Py CHIRAN IR 8

PR A AU A TE R WA AN

POES-IOLEN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan

Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
a. Seksi Infrastrukiur Teknologi Informass,
Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
Seksl Persandian,

b

c.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,

1.

Menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria dibidang infrastrultur
teknolog informiusi;

Memberikan bimbingan teknis dan supervise
serta pemantauan, evaluasi dan pelacran terknit
fungsl layanan infrastruktur dasar data center,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Prowinsi serta layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses intermet di Provinsi;
Menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC), layanan pengembangan
dan inovasi TIK dalam implementasi e-
Government, layanan peningkatan kapsitas
sumber daya manusia dalam peninghkatan

informatika, Government Cloud Computing,
layanan filtering konten negatif, dan layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
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b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria di bidang integrasi data
dan keamanan informasi;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan  pelaporan
terkait fungsi layanan manajemen data infromasi
e-Oovernment serta fungsi integrasi lnyanan
publik dan kepemirantahan di Provinsi;
Menyelenggarakan layanan penetapan standar
format data, kebijakan, layanan recovery data
dan informasi, layanan pengelolaan  data
elektronik pemerintahan dan non pemerintahan,
layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi
Publik, layanan interoperabilitas, layanan
interkonektivitas layanan publik dan
kepemerintahan, layanan pusar Application
Program Interface (AP1) provinsi;
Menyelenggarakan layanan monitoring trafik
clektronik, layanan  penanganan  insiden
keamanan informasi, layanan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
persandian dan layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi,
pelaksanaan audit TIk, penyelenggaraan internet
schat, kreatll, inovatl dan produktif, layanan
penyedipan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam

i3
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pemanfaatan sistern komunikasi oleh aparatur
pemerintah; dan

5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

¢. Seksi Persandian, mempunyal tugas |

Merencanakan — keglatan-kegiatan  berkaitan
dengan infrastruktur peralatan persandian,
proses penyandian {enkripsi dan dekripsi,
penggantian/ setting,penyimpanan,
pengembalian /pemusnahan sistem sandi (kunci
sandi), pengamanan aset/[asilitas/instalas:
penting vital/kritis, pengamanan sinyal,
Penylapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria di bidang persandian;
Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya
persandian; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERMENT

Bidang layanan e-Jovernment mempunyal tugas

menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijabkan,
menvusun normu, standar, prosedur dan kriteria dan
memberikan  bimbingan teknis dan supervisi scria
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan

4
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ekosistern TIK Smart Province, layanan nama domain

dan sub domain bagl lembaga, pelavanan publik dan

kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan

sumber dava TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di

Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan
e-Government mempunyai fungsi:

a Penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolann aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
tl;mnmmmmammhdumninhqihmhnp.
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
CGlovernment Chiel Information Officer (GCIO)
Pemeriniah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi,

b. Penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistern TIK Smart Provinee,
hunlnnmdumnlnhnmhdmuhhmmhm.
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
dava TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinai;

LLJ
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Penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikansi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penvelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaman
Government Chiefl Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi,

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen
vang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem  TIK
Smart Province, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government  Chief Information
Officer (QCI0) Pemerintah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK Pemerintah Provinsi,
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi
dan masyarakat di Provinsi;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di dang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penvelenggarnan chkosistem TIK Smart Province,
hrlmmdnnﬂindlnmhdﬂmmtnﬁl&mhup,
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Gavernment Chief Information Officer  (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
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TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinei dan masyaraket di
Provinsi,

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bidang Lavanan e-Oovernment membawahi 3 (tiga)

selal ymitu -

a  Seksi Pengembangan Aplikasi,

b, Seksi Pengembangan Ekosistern e-Oovernment,
c. Scksi Tatakelola e-Covernment,

a  Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas -

i

2,

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kepemrintahan dan publik; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government.
mempunyal tUgas:
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Menylapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebgjakan, penyusunan  norma,  standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengembangan
ekosistem e-Government;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta  pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan ckosistern TIK
Smart Province serta layanan nama domain dan
sub domain bagi lemhaga  pelayanan publik dan
keglatan di Provinsi,

Menyelenggarakan  layanan  pengembangan
Business Process Re-Engineering pelayanan di
lingkungan pemerintahan dan non pemerintah
(Stakeholder Smart City), Layanan Sistem
Informasi Smart City, layanan interaktif
pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart City,
layanan pendaftaran nama domain dan sub
domain instansi penyelenggara negarn bag
kzpentm;mhﬂmmn.pmrlmpuhﬁkdm
keglatan pemerintahan, menetapkan sub domain
terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, layanan pengelolasn domain
dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan domain, portal dam website,
menetapkan dan mengubah nama pejabat
domain dan sub domain, menetapkan dan
mengubah nama pejabat domain, menetaphkan
mengubah nama domain dan sub domain,
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menetapkan tata kelola nama domain dan sub
domain; dan

4, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

¢. Seksi Tatakelola e-Oovernment, mempunyal tUgas |

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengembangan
tata kelola e-Government,

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
sertn  pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) serta pengembangan
sumber dava TIK pemerintah dan masyarakat di
Provinsi;

Menyelenggarakan layanan penctapan regulasi
dan kebijakan terpadu implementasi e
Government Kabupaten [ Kota, layanan
koordinasi kerja sama lintas organisasi
perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan
lintas Pemerintah Pusat serta non pemenntah,
lavanan integrasi pengelolaan TIK dan e
Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertifikasi tekmis  bidang TIK, layanan
peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Oovernment dan Smart City,
layanan implementasi e-Government dan Smart
City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
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4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan,

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyal tugas menylapkan
perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun
norma, standar, prossdur dan kriteria dan memberilian
bimbingan teknis dan supervisi serta memantau,
mengevaluasi dan pelaporan di bidang statisuk di
lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
Pemerintah Provinsi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statstik
mempunyal fungs
a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka evaluasi data dan informasi;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis
data dan informasi,
Pelaksanaan penyusunan informasi;
Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanasn pemantauan dan evaluasi kinerja serta
sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;

e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan
dan evaluasi kinegja pembangunan daerah dan
kinerja pembangunan sektoral;

f.  Prlaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian
pelaksanaan pengolahan data dan informasi;

g Pelaksanaan koordinas: keglatan-kegiatan pejabst
fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;,

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.



BILTIA CHWAS

A DR DM A T T

FRCRIN S BURLATLAS SES A TAN
HLEL- pniS

Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
a.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
b. Scksi Evaluasi dan Pelaporan.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai
tugas !

1.

Menyviapkan bahan verifikasi, pemutakhiran,
analisis dan pengolahan data dalam rangka
pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
Mempersiapkan penyajian data dan informasi
vang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk
tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinmasi;
Menviapkan bahan penyusunan dan memetihara
statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
Melaksanakan mugas kedinasan lainnya vang
diberikan oleh pimpinan.

b, Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1.

Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

Menyviapkan bahan koordinasi dengan instansi
terkait dalam evaluasi dan pelaporan program
kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan, faslitas
evaluasi dan pelaporan dalam rangka
pelaksanaan program kefja:

Menylapkan bahan analisis hasil pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang
diberikan oleh pimpinan,
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sumber Uaya Ferangkat Daerah

Susunan kepegawaian Dinas  Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan
dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Komposisi Pegawal Menurut Jonis Kelamin

Tabel 3.3
Homposisi Pegawai Mennrut Tingkat Pendidikan

Latk-Lakd -
1 | Daktoral (83)

Perempuan .
2 | Pasca Sarjana [332) i~ -

Perempuan 12
3 _ - Lankei- Lanhci a0

Perempuan 18
a lisi Lalki-Lalka ]

I Perempuan B

Laki- Lalki 9
5 | SLTA

Perempuan &

Laki- Laki -
& |sume

Perempuan
- ab Laki-Laki




ETNTTEA [WWLT

T by AN 1RO T TR
PR SLIRAT DA AELATAN
2% B2

. —

Jumiah Peguwai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Prlatthan Kepemimpinan
Pengawas /[ THELATPIM [V Perempann
Pelatihan Kepemimpinan | Laki-Laki
Administrator /| INKLATFIM 1l | Perempuan
Pelatihan Kepemimpinan | Laki-Laki -
4 |Nasional Tingkat U/
HKLATPIM 11

& fal &

Percmpuan

Tabel 2.4
Homposisi Pegawal Menurut Panglkat
Goleogun, dan Ruang

himi.lu.unllniw_f

i Pembing Utnma Muds / Laaled- Laned

V. Perempuian
3 | Pembina Timghat 1 [IV.b oy 4
1 Perompuan i
Laki- Laki 10

4 | Pembina [ V..

Perompunn 5
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Laki-Lalki 7
5 | Penata Tingkat 1 /1ILd 5
¥ i Laki-Laki 2
in [ Hlc
Perempuan 3
7 | Penata Muda Tinglat 1/ | Laki-Laki
TLb Perempuan 2
Laki-Laki 2
8 | Penata Muda / HLa
Pereszpuinn |
9 | Pengatur Tinglt | / ILd i .
Perempuan
i0 | Pengatur / lL.c Laki-Laki
P o s o
11 | Pengatur Muda Tingkat 1 / | Laki-laki -
M.h Perempuan -
12 | Pengatur Muds / [La Laki-Lalkd .
| Perempuan
(13 [Juru Tingkat 1 / Ld Laki- Laki
Perempuan -
14 |Juru f Lc Laki-Laki =
Perem puan
15 | Juru Muda Tingkat |/ 1b | Laki-Laki
Perempusan =
16 | Juru Muda / La Laki-Lakd
Perempluse
17 | Pranata Humas / 1X Laki-Laki
Perempuan 1
18 | Pranata Komputer | IX Laki-Laki 18
Perempuisn
19 | Penata Layanan Laki-Laki 8
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Gratik Kompasisi Pegawai
Menurut Pangkat, Golongan

dan Ruang

&3

L

=0

i3

]
RiFuan

B Fec B PV B RPN Parub Wistu

Operasional / 1X Perempuan 9

20 | Pengelola Layanan Laki-Laki 7

Operasional / VI Perempuarn 7

21 | Arsiparis Terampil / VIl Laki-Laki 1
Perempumn

43 | Pen ] im brbsd s Labci-Laki 7

Perkantomn [ V Perempunn 3

21 | Operator Layanan Laki-Laki 3

Operasiotal / V Pe e mipLinm |

24 | Tenaga PPPK Paruh Waktu | Laki-Laki 19

Perempiian 5




ETHETEA (Wil
AL A [UARY o R T

PROFSA] SR TR SLETAN
HIFS K1

Data Pegawai yang akan Pensiun 5 Tahun Kedepan

Tabel 2.6

Tabel 3.7

1 Golongan |

2 Clalongan |1 .

3| Golongsn i1l . 1 .
4 Golongan IV 3 1

Daftar Aset Tetap Dinas Homunikasi dan Informatika Provinsi Sumaters

B W |-

Meain Ketik Manual

W oo -l-lll:h'tJl

AC Portable

10 | Exhaust Fan

Leman Es (Kulkas)

[ 12

Dispenser

13

| Televizl

| 14 | Mesain Absenai

EEEEEEEEREREES
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15

Sound System

16

Meja Pejabat

Kursi Pejabat

SRS L S—" ——

Lemari
Filling Kabinet

EEEE

i

Brandkas

NS
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FEE
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EEEEEEE
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wlging misllelo el
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:
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glg
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| |
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Focusing Screen/Layar LCD
Projector

Alat Kantor Lainnya

Alat Rumah Tangga Lainnya

Maubeleur Lainnya

Vacuum Cleaner

Tangga Aluminium

Encoder / Decoder

Vaice Recorder

Video Monitor

Video Patch Panel

Lightning Stand Tripod

Layar Film/ Projector

Video Conference

Analog Video Router

Peralatan Antena Pemancar

-
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Dan Penerimashi Lainnya
Komunikasi
Navigasi Lainnya Lainnya
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KRineria Pelayanan DisKomunilgnsl dan Informat i ka

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalul Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas
dan fungsi yang berkenaan dengan Komumkasi dan
informatika melekat pada Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi
dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan
tiga urusan wajib non pelayanan dasar vang menjadi
kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:
1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan

yang menjadi kewenangan daerah:

a. Pengelolaan Informasi Publik

b. Penerapan Layanan e-Government

¢. Pengelolaan Domain dan sub domain di Pemerintah

Provinsi

2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi

kewenangan daerah, vakni:
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a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah
Provinsi

3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah

vakni:

a. Pengelolann statistik seitoral

Adapun kinerja pelayanan berkenaan  Urusan
Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang
telah dilaksanakan oleh Dinas Kemunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 - 2025 dapat
dilihat pada tabel schagai berikut:
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Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1.

MEDIA CENTER

Media center dimncang untuk mengembangkan
pelayanan informasi kepada publik sebagai baginn dar
upaya mendorong masyarakat dalam  mendapatkan
informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau.

Keberndaan media center juga merupakan sebuah satuan

sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan

informatika tiap daerah yang membutuhkan.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISE ELEKTRONIK

|TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengrlolann pemerintahan berbasis  elektronik/
kepemerintahan  digital fe-govermment) merupakan
penerapan sistem proses penyelenggarsan pemerintahan
melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK] oleh lembaga-lembagn pemerntah secara nasional

yang tujuannya adalah sehagal berikut:

a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK]
dilingkungan pemeriniah;

b, Peningkatan pemanfaatan Teknolog Informasd
Komunikasi [TIK] di lingkungan pemerintah melalui
evaluasi vang utuh, seimbang, dan obyektif;

c. Tata Kelola perubahan reformasi  birokrasi
(manajemen transformasi reformasi birokrasi)

d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge|

. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)

f. Peningkatan Lkualitas mutu pelayanan publik
(Manajemen Pelayanan Publik)

6l
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3.

SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan
administrasi perkantoran yang dilakukan secara
elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi
dan sistem informasi.
FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelavanan teknis kepada OPD Provins:
Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan
menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh
fasilitas akses internet dalam mendukung layanan
informasi publik.
KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi vang ada
di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan
terhadap beberapa area target penerapan keamanan
informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga
memeniuhi semua sapek keamanan yang didefinisikan
oleh standar SNI [SO/IEC 27001:2009, Pada tahun 2022
telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang
Satuan Tugas Patroli Cyber yang bertugas untuk
melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media
agar sesual dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi
elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinel Sumatera
Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dari luar,
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Mengevaluasi  tingkat pemahaman  kesadaran  akan
keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala
pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN
BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan
antar OPD untuk mengintegrasikan, sistemn informasi,
pertukaran data dan informasi dalam rangka
mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik.
Pelavanan Data Center merupakan layanan penyediaan
infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data
dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selama
tnhun berjalan, layanan ini telah digunakan dalam rangka
memindahkan data dan layanan digitnlnya ke data center
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang
punggung konelitivitas antar - OPD dan antarwilavah di
daerah. Selama tahun ini, telah dilakukan perluasan
jaringan Internet dan Akses point di Jokasi strategis
Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan
pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menama
mikro seluler serta kerja sama dengan operntor seluler.
Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses
intemet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital
yang inklusif.

PERSANDIAN

pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan
Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan
penguatan  kapasitas kelembagaan keamanan Siber,

i3
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peningkatan  kapasitns  sumber dava manusia  dan
peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses
penyandian {enkripsi dan dekmnipsil, penggantian/setting,
penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi
(kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting
vital/kritis, pengamanan sinyal, layanan filtering konten
negatif, dan layanan interkoneksi Jarngan Inta
maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria @i bidang integrasi dama dan
keamanan informasi, supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas
Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan
Keputusan Qubermur Sumatera Selatan  Nomor:
972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan
Informas: dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT [KIM)

Merupakan upaya untuk  memberdayakan
lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok
masyarakal dengan tugas untuk  mengumpulikan
mengolah dan menvebariuaskan informasi khususnya
yang berkenaan dengan potensi wilayah sckitarmya,
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional
vang komunikatif dalam bentuk kelompok seni
pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-
pesan kepada masyarakat,
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10. FORUM  BAKOHUMAS PROVINGl] SUMATERA
BELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk
antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan
berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan;

11. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOE)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK
untuk mendekatkan pemenntah dengan masyarakat
melalui situs (www.Sumatern SelatanProvinsigo.id] dan
[www Komunikasi dan informatika Sumpatera
SelatanProvinsigo id] serta media Iainnya  yaitu
Instagram,Facebook, dan Youtube Dinas.

12. FASILITASI KOMISI INFORMASI FROVINEI (KIF)

Merupakan lembagn mandini yang berfungsi
menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi
adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak melalui bantusn mediator Komisi Informasi.
Sedangkan  ajudikaxi nonlitigasi adalah proses
penyelesaian senghketa informasi publik antara para pihak
vang diputus oleh Komisi Informasi,

13. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat
yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilavani
aleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
stsuni dengan prosedure vang sudah ditetapkan dalam
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ketentuan  perundang-undangan  (SOF).  Layanan
permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 han kerja).
Apabila permohonan informasi tidak sesumi atau
tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat
melayangkan surat permohonan informasi kepada Komis
Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagsi
amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID
Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama
dalam koordinasi dan konsclidasi pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

14. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam
ranglks menampung aspirns masyarakat dan
permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola cleh
Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh
birokrasi untuk pelayanan publik.

15. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistern dimana pengawasan
suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar
komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli
teknologi  computer dan  untuk  mengakses info,
user/ masyarakat cukup menggunakan komputer atau
gadget vang terintegrasi ke intermet. Dalam Command

&b



B NITHA [epid

EORALAILAY [ o) Ol ik
BROPRLS| SURLA TERS SR AN

Har mie

Center tersebut terdiri dari berbagal aplikasi yang bisa
memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. D
dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles
location, video analisis dan sebagainva. Fungsi dan
Command Center sendiri adalah untuk menyvempurnakan
pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan
kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat.
Command center ini, akan menjadi pusat data informasi
dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan,

16. DATA SEKTORAL, SATU DATA INDONESIA, DAN DATA

GEOSPASIAL

Statigtik  Sektoral  adalah  statstk  yang
pemaniaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
instanai tertentu dalam mangka penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan Pembangunan vang merupakan
tugas pokok instansi yang bersangkutan, [inas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
selaky Walidata Provinai telah merealisasikannya dengan
mengeluarkan surat edaran Selretaris Dasrah Nomor
400.12/0224/1 /DisKomunikam dan Informatka /2015,
Hal Data Kependudukan tahun 2024, tanggal 24 Januar
2025, vang mana maksud diedarkannya surat ini agar
penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh seluruh instansi Perangkat Daemah
lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
mengunakan Data Sekioral yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Selatan yang telah diperiksa dan dipubliknsikan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan melalui Portal
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https://satudata. SumateraSelatanProvinsigo. id/datas
ektoral/penduduk  dan  ketenagakerjaan  penduduk
Selanjutnva Dines Komunikasi dan Informatika Provins:
Sumatera Selatan juga telah memfasilitass kebutuhan
Data Sektoral Terpilah yang dibutuhkan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
telah mengeluarkan Data Terpilah Kependudukan dan
Data Terpilah Kepegawaian, sesuai yang dibutuhkan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam hal ini peran
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku Wahdata yang
memiliki kewenangan sesuai bunyi Pasal 21 Peraturan
Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa
kesesunian Data yang disampaikan oleh Produsen Data,
menyeharluaskan Data dan melakukan pembinaan Data
Tingkat dacrah dalam membina Produsen Data.
selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinai Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah
melaksanakannya, yakni dengan  melaksanakan
pembinaan kepada Produsen Data bersama BPS Provins
Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral
Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian
indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggarann Statistik Sektoral)
Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai
indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami
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peningkatan dar tnhun sebelumnya yvang meraih nilai
2.00 [Predikat Kurang.

Mengenai Data Geospasial, sesuai regulasi  yang
dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku
Pemhbina Geospasial melalui Peraturan Kepala BIG Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur
Informasi Ceospasinl di Simpul Jaringan Informas:
Geospasial, saat ini Pemerintah Provinm Sumatera Selatan
telah memiliki Portal pada alamat
https://geoportal Sumatera SelatanProvinsigo.id.
Portal ini merupakan versi terbaru Palapa 5.0 yang telah
selesai diupgrade oleh pihak BIG pada tahun ini, Adapun
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan
Provinsi yang berhasil melakukan upgrade dan vers
sebelumnya

Selaku pengelola Portal ini, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan
beberapa langkah untuk memperbaiki layanan Geospasial
daerah diantaranya mendorong setinp Perangkat Daerah
memiliki peta tematik berdasarkan Tupolksi,

v era digital saat ini, perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama
dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan
kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak,
serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah carm
berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar,
dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih
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memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap
informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi
inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan
TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, vang
pada gilimnnya mendukung berbagai industri, mulai dan
keschatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

BPS wmenyusun indeks yang menggambarkan
perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks
Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin
tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang
semakin baik di suatu daerah. Sehaliknya, semakin rendah
nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang kurang
optimal di suatu dasrah. Indeks Pembangunan TIK disusun
oleh tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK,
penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Nilai Indeks TIK Sumatera
Selatan dalam kurun wakiu 2019-2023 terus menunjukkan
kenaikan vang signifikan bahkan pada tahun 2023 sudah
hamper mendekati Nilai Indeks TIK Nasional.

Crafik

Capaian Nilai Indeks TIK Sumatern Selatan 2019-2023

Nilai Indeks Pembangunan TIK Sumatera
Selatan 2019-2023
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Subindeks akses dan infrastruktur TIK mencerminkan
kesiapan TIK dari sisi akses dan ketersediaan infrastukiur.
Subindeks ini terdiri atas lima indikator yaitu pelanggan
telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per
100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per
pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan
persentase rumah tangga dengan akses internet. Nilai Sub
Indeks Sumatera Selatan cenderung meningkat dar tahun
2019-2023 tetapi tidak terlalu signifikan.

Subindeks penggunaan TIK menggambarkan tinghat
penggunaan TIK oleh masyarakat. Subindeks ini disusun oleh
tign indikator yaitu persentase individu yang menggunakan
internet, pelanggan fixed broadband internet per 100
pendudulk, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per
100 penduduk, Nilai Sub Indeks Penggunaan TIK Sumatera
Selatan 2019-2023 meningkat sangat signifikan sejak 2019-
2023, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya
penggunaan fasilitas internet di Sumatera Selatan

Sub Indeks kemampuan atau keahlian memiliki peran
penting dalam pembangunan TIK di suatu negara atau wilayah.
Dengan keahlinn yang dimiliki, menentukan seseorang untuk
dapat memanfaatkan TIK dengan optimal. Subindeks keahlian
TIK menggunakan tiga indikator sebagai pendekatan keahlian
TIK, vaitu rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar
(APK) sekunder, dan APK iersier. Nilai Sub Indeks
kemampuan /keahlian  Sumatera  Selatnn  2019-2023
mengalami kenaikan tapi cenderung stagnan pada kisaran 5.5
sampai dengan 5,7

n
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Grafik
Capaian Sub Indeks Pembangunan TIK Sumatera Selatan 2019-2023

Capaian Nilai Sub Indeks TIK Sumatera Selatan 2019-
2023
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Transformasi digital merupakan salah satu pilar dalam
penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi
pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks
pembangunan jangka menengah 2025-2029, digitalisasi
bukan hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi fondasi
strategis untuk memperiuas inklusi layanan publik serta
meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional (Indonesia
Digital 2045) dan Strategi Nasional Transformasi Digital,
Pemerintah  Provinsi Sumatern Selatan menempatkan
transformasi digital sebagai pengungkit lintas sektor, dengan
penekanan pada aspek literasi digital, keamanan data, serta
digitalisasi sektor prioritas seperti pendidikan dan UMEM.

A, Indeks Transformansi Digital Nasional
Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN] yang
dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan

n
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Informatika mengukur kesiapan transformasi  digital
daerah dalam lima dimensi: Pilar Jaringan dan
Infrastruktur, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat, Pilar
Pemerintah dan Pilar Ekosistem.

Kondisi transformasi digital di Provinsi Sumatera
Selatan terus menunjukkan tren positil, ditandai dengan
peningkatan skor Indeks TDN dari semula 45,28 di tahun
2018 menjadi 52,18 di tahun 2022 dan masuk ke dalam
Klasifikasi B [Baik). Peningkatan skor ini mengindikasikan
komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah dan
berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan infrastruktur
digital dan pemanfaatan ieknologi digital di seluruh
wilavah provinsi.

Apabila dilihat kinerja masing-masing pilar
pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan, pilar
jaringan dan infrastruktur memiliki performa yang cukup
baik di tahun 2022, dan mengalami peningkatan
klasifiknsi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan skor
58,10, pilar ini masuk ke dalam klasifikasi B (Baik), yang
didukung oleh pembangunan infrastruktur yang terus
membaik vang dilihat dari peningkatan coverage layanan
internet broadband 40 dengan masih terdapat 1,833 dan
3.278 desa/kelurahan masuk ke dalam sinyal lemah dan
dilkuti dengan  peningkatan kualitas kecepatan
pengunduhan dengan kecepatan download di Provinsi
Sumatera Selatan sudah cukup bailk dengan rata-rata
kecepatan download 44.94 Mbps dan rata-rata kecepatan
upload sebesar 21.26 Mbpa. Selain itu, berdasarkan data
Kemendikdasmen Tahun 2024, sebanyak 5668 darl 7.084
atau 80, 01% sekolah sudah terfasilitasi akses internet. Di
samping itu, berdasarkan data Kemenkes Tahun 2024,
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sebanyak 331 dari 17 atau 95,11% puskeamas telah
terfasilitasi akses internel.

Di samping itu, pilar pemerintah jugn memberikan
kontribusi positil dengan skor 56,03 dan masuk ke dalam
klasifikasi B [Baik). Namun, untuk dapat memaksimalkan
potensi  transformasi  digital di sektor pemerintahan,
diperlukan peningkatan yang cukup signifikan pada aspek
e-government index.

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara umum
memiliki skor dengan klasifikasi B (Baik), penting untuk
tetap memberikan perhatian pada skor pilar bisnis dan
pilar masyarakat guna memaksimalkan pembangunan
digital. Pada pilar bisnis. indikator yang perlu ditingkatkan
ialah terkait pertumbuhan startup digital dan kemampuan
inovasi. Di era perkembangan teknologl digital yang
semakin pesat, pertumbuhan ekonomi digital dapat
memberikan kontribusi  besar terhadap perekonomian
daerah, sehingga upaya peningkatan lingkungan startup
melalui penyediaan ekosistem riset dan inovasi hingga
[msilitasi akses pendanaan menjadi penting untuk
mendorong pertumbuhan kreativitas dan kewirausahaan
digital di Sumatera Selatan.

Pada aspek masyarakat, tingkat lterasi digital
masyarakat Sumatera Selatan telah  mengalami
perkembangan yang cukup baik. Namun, di si= lan
masth diperlukan perbaikan pada aspek kemampuan
digital, ketersediann sekolah digital, dan peningkatan
kualitas pendidikan vokasi. Untuk itu, diperiukan upaya
untuk menyediakan kunkulum pendidikan vokasi yang
dapat mengmntegrasikan berbagm keterampilan digital
vang relevan dengan  kebutuhan industrni saat ini.

T4



BENTTAA DLt

WA DR O T TR
PR S SR MERA SELATAN
B WLIA

Kurikulum pembelajaran digital juga tentunva harus
dapat adaptif, sesuai dengan tren perkembangan teknologi
digital vang terus berubah.
Tabel 2.10
indeks TDN Sumatera Selatan sampai tahun 2022
e el

45,20 54,56 56,50 S8, 10
4161 | 4400 | 41,13 | 4400
46,17 46,00 __-g'a,q-_a | 499
8046 | 870 | 6560 | 8603 |
46,86 50,57 50,87 5’115_

e L-.|r1||_||:h. SERAran Lavinan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi
Sumatera Selatan memiliki mitra perangkat daerah dalam hal
ini seluruh OPD Pemerintah Provins Sumatera Selatan,
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia,
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN] serta Badan Pusat
Statistik (BPS),

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinm
Sumatera Selatan memiliki kewenangan membantu
penyelenggaraan  pemerintahan  dasmmh  terkait  layanan
komunikasi dan infomatika untuk mendukung layanan
publik/Pemerintah  pada  unit-unit organisasi yang
memberkan pelayanan  langsung kepada masyarakat
{business unif), dengan memberi kewenangan yvang lebih luas,
fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada

75
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pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadap
tingginyva kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap proses penyelenggaraan kepemerintahan di wilavah
Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam ema globalisai
membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan
mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan
melalui  pemanfaatansarana dan prasarana  Teknologl
Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan
pembangunan infrastruktur masth terfokus pada wilayah
perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan
akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional
dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading
secfor di bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk
mewujudkan folkus pembangunan pemerintah pusat yang juga
telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Dalam hal ini kelompok sasaran pelayanan bag Dinas
Komunikasd dan Informatikn Provinal Sumatera Selatan yaitu
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan,
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Masyarakat Provins Sumatera Selatan,

ol =
Komunikasi dan

r'l'.‘ i & & |.i]’| ATl Fl"l.‘l.'.'.'lﬂ'JTI r.|1:1l'l'-

Informatika

Kewenangan Dinas Komunikesi dan informatika Provinsi
Sumatern Selatan waitu dalam Bidang Komunikasi dan

"%
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Informatika, Persandian dan Statistik, sehingga dalam
melaksanakan kewenangannyn DisKomunikasi  dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitik beratkan pada
penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan
dengan mempedomani misl 6 (enam) RPJMD (Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Darrah) Provinsl
Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, yaitu Meningkatkan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

berbasis digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas, dalam hal ini Infrastruktur Teknaologi Informasi

Komunikasi [TIK]. Pengelolaan Teknologt  Informasi
Komunikasi (TIK] Pemerintah atau lamm  disebut e
Covernment diharapkan akan membuat masyarakat dan
pemerintah mampu berkomunikasi lebih baik, murah, dan
efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan
pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi
warga meningkat (Lytras, 2006, kepercayaan masyarakat
meningkat (Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik
(Evob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan
(Eyob, 2004; lyer, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005, Lebih darn
ftu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah
akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, 5.H., dan Millett,
L., 2005). sehinggs, penggunaan e-Covernment merubah
penilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan
publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan
kewenangannya terdapat beberapa permasalahan  yang
dihadapi olth Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
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1. "I‘erl:qmm sarAna &lnPrl-.rlnl .i.r.:.l’ri.llrulrtur YANg
berkaitan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
dan Keamanan Informasi;

2. Terbatasnyn Sumber Duya Manusa IT, Statistisi, dan
Sandiman;

3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan
Pemeriniah Berbasis Elektronik (SPBE];

4. Belum Optimalnya Layanan manajemen data/informasi
elektronik pemenntah daerah;

5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui
layanan secara online dan integrasi.

Isu Sir ilegin

Ada beberapa fsu - isu strategis yang dihadapi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan lsu Strategis

|
POTENS! BAKRAN FERNABALAHAN | 1 KL OV LERURTIRAN PR | "R
I— — | GLOBAL __W%'A_u |
E 1 'qunju-l 1 Mti.m [ Tn:uiﬂ.:- Hn':iﬂﬂ{lll
1. Helom swemsianys 1. Il ;
irdrastraitar reknedog, e ke s Erborn dan Dl yptad Antar | Dirckoasi
iy, oisknoiegl | Al pArilies] Wilepsh
irlirmad s, HPaTaank, [T | Intellgemer
b Peraarlian b 4 Perlerilmigan
e e, P Pemsreman Wi | rert i
rdan dasrral akmn
milmi [3  [nfresipaicer jerngnn Karmprry mivgd i i et ey
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH

Tujuan merupakan perjabaran atau  implementasi  dari
pernyataan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan sasaran utama sehingga rumusanmnya
harus dapat menumjukkan suatu kondisi vang ingin dicapal di
massa mendatang dan sasamn merupakan hasil vang akan dicapai
dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu msecara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Selatan vaitu Meningkatnya Nualitas Pelayanan
Publik dengan indikator Indeks [PTIK.

32 Samaran Renstra Dinas Komunikes! dan Informatika Provinsl

Sasaran adalah penjabaran lebih detail dan spesifik dan
suatu tujuan yang ingin dicapai, binsanya dalam jangka waktu
tertentu, Sasaran juga dapat didefinisikan sebagai hasil vang
diharapkan dan suatu program atau kegiatan yang diukur secara
kuantitarifl dan realistis,

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas
dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran

80
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untuk mengukur masing - masing tujuan tersebut. Sasaran dan
Tujuan diatas adalabh Meningkatnya transformasi laganan
publik berbasis digital dengan indikator

a. Indeks IPTIK;

b. Indeks SPBE;

e. Indeks Pembangunan Statistik [TPS)

d. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah;

e. [Indeks KAMT (Keamanan Informasi).
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Strategi adalah rencana yang disusun untuk mencapai
tujuan tertentu, melibatkan serangkaian tindakan dan alokas
sumber dava. Secarm sederhana, strategi adalah cara untuk
mencapal tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

secara efeltil dan efisien,

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan
samaran yang telah dirumuskan,  diperiukan penetapan
mengenai upayn mencapai tujusn dan sasaran misi tersebut
dalam bentuk strategi yang mengacu pada RPJMD Provinsi
Sumatern Selatan Tahun 2025 - 2029,

Tabel 3.4

Penahapan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN TAHAPAN

TAHAPAN PERTAHUN

.

Menirgkiitkan
| publik/Pemenintah  secara  digital  vang

| mudah dimkaes dan amnn

| Meningloslnn
| Kompelensl dan Pengermbangan BDM ABN

| Peningkatan dalam penyedian
|uu;mhuﬁdut:ummlnm
dnlam menjaga kernhasian dots  secar
digital

Menyrdiakan koncktivitas jaringan akses
internet anter Perenghat Dacrab - pocla
Pemerintah Provins Sumsiers Selatan

SN NS

NS ‘Rl“xﬂ

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
berbuty Diwitsd

N

NONON S

« 4 « & «[B

2029
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v
v
v
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Arah kebijakan adalah mangkaian prioritas kena vang
menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan

pembangunan, yang dirumuskan untuk mencapai fujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan juga merupakan
perwujudan dan strategi pembangunan deernh yang difokuskan
pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanmsan misi
pembangunan.

Strategi dan armmh kebijjakan merupakan rumusan
perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektil dan efisien. Rumusan strategi merupakan
permyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan,
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Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

" o
-m'l ; _-I-_? % 5
T 1. Fenerapan famem | 1. Meningkamon dan
Kasadinmn P'elayanan Pemesrinialan Mlengem banginn apliom
Publik Dl Termilegras peleyaran e-Cowernmerd
ersilshmbor ik aymr dapal Eroeigoniien
imsdeics [FFTIK Memmnghatian prlayaian ik
Edekmmitas dan
Flimirrim 2. Wenngkatban Prmenalsan
Pelayannn Pulblik pemaniaatan TIK pada
medureh Peranglcat Deerah
i Pemueriniak
Provins Sumaters Selatan
2. Peigguatan 3. Meninglatican
Trmrssparans kan Progematmsig
Aliustalsibiss an Saimber
Melahai Teknolog Diave Manusis ASN
Indurmman: dan dilsidang 1T,
Partsupas Pullis Hratmstin Sarvibiman,
| Hgiral Krlumanan dan
= Fuingmornal
ushitan tata hrlols (4. Prosghatan Kegulas Dan
pemeriniahan Tota Kelals
berimmin Mrlabui
trarala il Pemanliaisn
m derigan uakitas data dan
bnialnmp debe den mphermas srrim Koaseman
informan Informas
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BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasi]
cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Clambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Subkegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinai Sumatern Selatan

-
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Tabel 4.2

Tohsiik Merumuskan Program / Kepaian / Subkegatan Remaim
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Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 -
2029 merencanakan 5 Program, 14 Kegatan, dan 68 Sub
Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:

10z



Lo |
:
;

Tabel 5.3
Rencana Frogoam, eglatan/Subkegutm dan Pedanasn
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digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instans
dalam mencapai tujunn dan sasarannya. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan mmbu atau sinyal mengenai apakah
kegiatan atau sasaran yang diukumya telah berhasil dilaksanakan
atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja
yvang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan
indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai
kinerjn organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu
sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan
organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai

Lebih jauh lagi, indikator kinega tidak hanya digunakan
pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator
kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat
merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan
sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan
indikntor kinerja pada sast membuat perencanaan. [Dengan
adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat
ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana
vang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja
pada sant merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penstapan
sasaran vang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objekuf
keberhasilannya.
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Indikator kinerja utama atau KU adalah ukuran atau
indikator lonerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai
tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instans
pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan
menjadikan hal itu sehaga: priontas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi
pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini, Selam itu,
indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinena mereka
untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan,
sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,

Berikut ini adalah Indikator Kineja Utama (IKU) Dinas
Komunikasi dan [nformatika Provinsi Sumatera Selatan yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahon 2025 - 2009 -

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan [nformatika Provinel Sumsatera Selatan

| T Target Takun | ,

|1 | indekniric | bndeks | 588 | 590 | 608 | 636 | 644 68 687

Lt m
'rr-i;:r - n/a S04 | 5608 | 34,06 56,07 5608 | 3509
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Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah
indikator  kega  yang — menggambarkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga
dimaknai webagai alat yang digunakan untuk mengukur
pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran
kualitatif maupun ukumn kuantitatif Dengan menggunakan
indikator kinegja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah
berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator Kinera Kunci (IKK) akan dicantumbkan di dalam
target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading
dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target

masing-masing OPD,
Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
mmmmm:mwmm
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Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 merupakan rencana
tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan
strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
pencapaian tuyjuan dalam kurun waktu bma tahun  untuk
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan
masyarakat dibidang komunikasl dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun ism
dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD vang hebat dan
berhasil mewujudkan tujuan dan sasarannya tanpa adanya komitmen
dan upaya sungguh-sungguh dar seluruh aparatur Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinm Sumatera Selatan untuk
menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk ditkrarkan oleh kita
semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provingi Sumatera
Selatan, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra
menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat
dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga
seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungiawab
dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia
merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai
penentu utama dalam mencapal tujuan vang harus dikelola secara
profestonal dan proporsonal berdasarkan  permturan  perundang-
undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat
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Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provins
Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka
terwujudnya good governance guna menuju Sumsel Maju Terus Untuk
Semua melalui komunikasi dan informatika.



